
BERITA

NOMOR 22

DAERAH

KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN PASAR
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

Menimbang

Mengingat

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 peraturan Bupati Nomor 17Tahun 2011 tentang pembentukan pusat pelayanan pasar pada Dinas
Perindustrian dan perdagangan, perlu menetapkan organisasi dan tata
kerja Pusat Pelayanan pasar padi Dinas periniustrian 

.dan 
perdagangan

dengan Peraturan Bupati;

l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tenting pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Djawa Barat
(Berita Negara tahun 1950) sebagaimana teiah aiubah dengan Undang_
undang Nomor 4 Tahun 

_ 
196g tentang pembentukan KabupatJt

Purwakarta dan Kabupaten Subang_dengai Mengubah Undang_undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Oaeiah_naerah Kabupatei
Dalam Lingkungan propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 285 I );

2. Undang-Undang Nomor g Tahun 1974 tentang pokok_pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah_ diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang_und-ang Nomor g Tahun
197 4 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Limbaran"Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor lg9, Tambahan Lembaran Nega.a
Republik Indonesia Nomor 3g90);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrin 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437j
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang_
Undang Nomor l2 Tahun 200g tentang perubahan Kedua Atas Undan!_
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g44);



4' Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan AntaraPemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tahun 2007 tentang pembagian UrusanPemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan Daerah propinsi, aan Femerintarran
Daerah Kabupaten/Kora (Lembaran Negara Republik Indonesia iur.,un zooT No,no,82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473 7);

6. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang pedoman OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia iahun 2007 Noior 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk TeknisPenataan Organisasi perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata CaraPenyusunan peraturan Daerah dan ienerbitan Lembaran ou".u}' 1i".u--J"iu"rutKabupaten cianjur Tahun 20o.1 Nomor 43 Seri D) sebagaimana t"iun aiutut a"ng-Peraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor 02 Tahun 20d6 t.nt-g l"-uur,un-plna,na
Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);

9 Peraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor 03 Tahun 200g tentang urusanPemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten cianjur Tahun zooa No;-or 0r seriD);

10. Peraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor 07 Tahun 200g tentang organisasiPemerintahan Daerah dan pembentukan Organisasi perangkat Ou.rufr fuEuput.ncianjur (Lembaran Daerah. Kabupaten cianJur Tahun 206g Nomor oz seri o;sebagaimana telah diubah dengan peraturan r]aerah Nomor 02 Tahun 2010 tentangPerubahan Atas peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 200S te";;;; Org*iru.iPemerintahan Daerah dan- 
- 

pembentukan Organisasi perangkat n^.ru; fcu;ip"r",'cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten cianjur Tahun 20r 0 Norior t o se.i o;f 
--"-'

I l' Peraturan Bupati cianjur nomor 05 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata KerjaUnit organisasi di Lingkungan Dinas peridustrian aan peidagungin 
1e".iiu 

- 

ou..ur,
Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 05);

12' Peraturan- Bupati cianjur Nomor 17 Tahun 2011 tentang pembentukan pusat pelayanan
Pasar pada Dinas perindustrian dan perdagangan (Beiita Daerah ruuufui*- ci-.;*
Tahun 20l l Nomor 2l );

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

I . Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Cianjur.

2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom olehPemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PELAYANAN PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah.

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dankewajiban setiap tingkatan dan/atau 
-r,^un* 

p",n".iniunun un,ur. ,n..rguiu. J*mengums fungsi-fungsi tersebut yang menyaii kewenangannya dalam rangkamelindungi, melayani, memberdayakan, dan menselahterakan masyarakat.
Bupati adalah Bupati Cianjur.

organisasi Perangkat Daerah adarah organisasi/lembaga pada pemerintah Daerah yangbertanggungjawab kepada Bupati dalam p1ny.I.ngg*uu? plmerintahan.
Dinas adalah Dinas perindustrian dan per-dagangan Kabupaten Cianjur.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten cianjur.
Pusat Pelayanan Pasar adalah unit pelaksana teknis dinas pada Dinas perindustrian danPerdagangan Kabupaten Cianjur.

Kepala Pusat Pelayanan pasar adarah Kepala pusat pelayanan pasar pada DinasPerindustrian dan Perdagangan.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok pegawai Negeri Sip' yang diberitugas, wewenang dan hak secara. penuh oleh pJ;ubut yung be.wenani untukmelaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinyu auiur".ungt, ."ia*""gkelancaran tugas dan fungsi Balai.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Pusat Pelayanan pasar adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas yangmelaksanakan sebagian kegiatan reknis operasionur J;;. dibidang p.ng.loluun'Jai
pelayanan 

.pemanfaatan prasarana./sarana se.ta pemetiharaan kebersihan, ketenteraman

;il;[:"ntb"" 
sesuai dengan ketenruan dan/atau p..u,*un perundang_undangan yang

Pusat Pelavanan Pasar sebaqaimana dimaksud pada ayal (l). dipimpin oleh seorangkepala. yang berada di ba*ah"dan b.nanggrnglul,JJi..ffiu t.putu ainus.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3
(l) Pusat Pelayanan pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinasdi bidang pengelolaan dan pelayanan prasarana./sarana serta pemeliharaan kebersihan,

ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan danrarat peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Dalam-melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), pusat pelayanan pasar
menyelenggarakan fungsi :

a' pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan pusat pelayanan
Pasar sesuai dengan program dan kegiatan dinasl

4.

5.

6.

7.

8.

9.

t0.

11.

(l)

(2)



b. penyiapan bahan koordinasi perumusan program dan kegiatan dinas di bidang
pengelolaan dan pelayanan prasarana,/sarana sefia pemeliharaan kebersihan,
ketenteraman dan ketertiban pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

c. penyiapan bahan koo.rdinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang
pengelolaan dan pelayanan prasarana,/sarana serta pemeliharaan kebersihan,
ketenteraman dan ketertiban pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

d. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang
pemeliharaan kebersihan, ketenteraman dan ketertiban pasar sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang_undangan yang berlaku;

e pelaksanaan operasionar 
.pengerolaan dan pelayanan pemanfaatan prasarana./sarana

pasar serta pengelolaan informasi pasar, pemeliharaan kebersihan, keamanan dan
kete(iban pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peratuan perundang-undangan
yang berlaku;

f. pelaksanaan pengerolaan_ urusan keuangan, kepegawaian, arsip dan ketatausahaan
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang_undangun yung U.f*u;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang beilaku;

h. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan pusat pelayanan pasar sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang_undangan yang berlaku.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur-unsur organisasi Pusat pelayanan pasar, adalah sebagai berikut :

a. unsur pimpinan adalah Kepala;
b. unsur pembantu pimpinan adalah sub bagian tata usaha;
c. unsur pelaksana adalah seksi dan kelompokjabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Balai

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Pusat pelayanan pasar, terdiri dari :

a.

b.

c.

d.

kepala;
sub bagian tata usaha;
seksi prasarana dan sarana pasar;
seksi kebersihan keamanan dan ketertiban pasar;
kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi pusat pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran
dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.



BAB IV
TUGAS KEPALA

Pasal 6
Kepala mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pengelolaan danpelayanan pemanfaatan prasarana/sarana, informasi pasar, serta pemeliharaan kebersihan,
keamanan, l<etertiban pasar dan. memimpin, mengi<oordinasikan seluruh r..gi"i""- r*"Pelayanan Pasar sesuai dengan ketentuan dan/atal peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan pengeloraan urusan administrasiumum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengkoordi-nusiun p"nyusun;;-;;;.*,
kegiatan serta melaksanakan penyusunan evaluasi iu,iluporun kegiatan 

'rurut 
r"iuyun*

Pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undanga-n yang berlaku.

Pasal 8
(1) Dalam_melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasar 7, Sub Bagian Tata Usaha

menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan sub bagian tata
usaha sesuai dengan rencana kegiatan pusat pelayanan pasar;

b. pengelolaan urusan administrasi umum. keuangan, perlengkapan umum, rumah
tangga, dan hubungan masyarakat;

pengelolaan administrasi kepegawaianl

pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;
pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;

pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan
kegiatan Pusat Pelayanan pasar;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala;

h. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil kegiatan sub bagian tata usaha kepada kepara.

Bagian Kedua

Seksi prasarana dan Sarana pasar

Pasal 9
Seksi Prasarana dan Sarana pasar, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perayanan
dibidang pengelolaan dan pelayanan pemaniaatin pras'arana./sarana aan inforilasi pulur-i"*ui
dengan ketentuan dar/atau peraturan perundang-uniangan yang berlaku.

Pasal l0
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Seksi prasarana dan Sarana
Pasar menyelenggarakan fungsi :

c.

d.

f.



penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan seksi prasarana dan sarana pasar sesuaidengan rencana kegiatan pusat pelayanan iasar;
penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional dinas dibidangpengelolaan dan pelayanan pemanfaatan p.u*.unul.u.unu dan informasi p"*. ."*"idengan ketentuan darVatau peratu.an perrndang-unaungun yung berlaku;
pelaksanaan^teknis operasional. pengelolaan dan pemanfaatan prasarana,/sarana pasar sertamelayani inlormasi pasar sesuai dengan ketentuan auJutuu p"ruturan perundang-undangan
yang berlaku;

pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan pusat pelavanan
Pasar' Dinas dan/atau lembaga lain yang tert<ait ae"ngan b;od;;;;Hrt t."*r".,', a*Sarana Pasar;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala pusat pelayanan pasar berdasarkanketentuan danlatau peraturan perundang_undangun y*g l..fuU
penyusunan evaluasi dan peraporan hasil pelaksanaan tugas seksi kebersihan, keamanandan ketertiban pasar kepada kepala.

Bagian Ketiga

Seksi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban pasar

Pasal ll
Seksi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban pasar, mempunyai tugas melaksanakanpelayanan dibidang pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar sesuai denganketentuan dan/atau peraturan perundang_undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Seksi Kebersihan,Keamanan dan Ketertiban pasar menyelenggarakan fungsi :

a' penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan seksi kebersihan, keamanan dan ketertibanpasar sesuai dengan rencana kegiatan pusat pelayanan pasar;

b' penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional dinas dibidangpemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar sesuai dengan ketentuan dan/atauperaturan perundang-undangan yang berlaku;

c' pelaksanaan teknis operasional pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar
sesuai dengan ketentuan danJaLau peraturan perundang_undangan yang t"rtutu;

d pelaksanaan koordinasi dan konsu.rtasi dengan unit organisasi di lingkungan pusar
Pelayanan Pasar, dinas dan/atau rembaga lain lang terkait dengan tugas seksi kebersihan,
keamanan dan ketertiban pasar;

e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pusat
Pelayanan Pasar dibidang kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar sesuai denganketentuan dan/atau peraturan perundang_undangan yanj berlaku;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala pusat pelayanan pasar berdasarkan
ketentuan danJ atau peraturan perundang_undangan yang berlaku;

g. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi kebersihan, keamanan danketertiban pasar kepada kepala.



Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal l3
Pada Pusat Pelayanan pasar dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuandan/atau peraturan perundang undangan yang beilaku.

Pasal 14

Kelompok j abatan f'ngsionar sebaga.imara dimaksud pada pasal 13, mempunyai tugasmelakukan kegiatan sesuai dengan jenis_jabagan fungsiona'l yang telah ait"tuptu.r'u.^iaururt-
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(l) Kelompok .iabatan fungsional 
.terdiri dari sejumlah jabatan fungsionar yang terbagidalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahhannya.

(2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (l), dikoordinasikan
oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjik oleh kepala fusut l"tuyun* p;;;;. -

(3) Jumlah . tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerji

(4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsionar akan diatur kemudian sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATAKERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

(l) Dalam melaksanakan tugasnya kepala,
wajib menerapkan prinsip koordinasi,

.kepala sub bagian tata usaha, dan kepala seksi,
integrasi dan sinkronisasi dalam lingiup pusai

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

Pelayanan Pasar.

(2) Kepala sub bagian dan kepala seksi
kepada kepala.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan pusat pelayanan pasar wajibmengawasi pelaksanaan tugas bawahannyi masing_masing dan upaUi'ta te..;uaipenyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang_undang-un yung berlaku.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan pusat pelayanan pasar bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinaiikai bawahannya .u.ing-rn^1nr--"r"nu
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di ringkungan pusat pelayanan pasar wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta m"nyabari"*y"^ia".
program dan kegiatan opersional sesuai tuga.s dan fungsi serta bertangiungJ".'""'u t"p"o"
atasannya masing-masing dan menyampaikan lapoian pelaksanaii t,iglrnyu ...u.u
berkala maupun sewaktu-waktu.



(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-
masing di lingkungan pusat. pelayanan pasar, wajib aiitan aan dipergunakan seuagai
bahan penyusunan raporan lebih lanjut serta memberikan petrr.rjui ?uJutu' 

-u.urr-

kepada bawahan.

(7) Kepala menyampaikan,laporan kepada kepala dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundangundangan yang berlaku.

(8) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tembusan
laporannya dapat disampaikan kepada organisasi perangkai au"rui luin'yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 17

(l) Sub Bagian Tata Usaha mewakili kepala dalam batas-batas kewenangan yang
dilimpahkan apabila kepala berhalangan melaksanakan rugasnya.

(2) Dalam hal sub bagian tala usaha berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (r), kepala dapat menunjuk salah seorang r.Ipau ,"trT r.rtut
melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangin yang dilimpahk-an. 

'

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal l8
(l) Pengangkatan dan pemberhentian_.kepala serta para pemangku jabatan rainnya di

lingkungan Pusat pelayanan pasar dilakukan sesuai^dengan t.r."ntudn aurvui";;;;**
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala melaksanaan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(l) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang bertentangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
akan diatur kemudian sesuai dengan kete;tu; d,anlatau p..utur^* p.runaung-
undangan yang berlaku.



Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 Juni 201 I

BUPATI CIANJUR.

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHLIN 20I1 NOMOR92.

di Cianjur
uni 201 I
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